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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1     Latar Belakang 

Sebuah peperangan atau yang sering disebut dengan konflik bersenjata, 

menimbulkan dampak negatif secara langsung maupun tidak langsung 

terhadap pihak yang terlibat maupun tidak terlibat dalam perang. Yang 

dimaksud dampak negatif secara langsung adalah korban jiwa dan kobran 

luka-luka, sedangkan dampak yang tidak langsung adalah rusaknya 

pereknomian suatu negara, berkurangnya persediaan sandang dan pangan dll . 

Semakin meluasnya kekerasan yang diakibatkan konflik bersenjata yang 

terjadi, semakin besar pula kebutuhan bantuan medis bagi para korban.  

Konflik bersenjata baik itu Internasional maupun bukan 

internasional/konflik bersenjata internal sudah pasti memliki hukum yang 

berlaku secara universal yaitu yang kita kenal sekarang ini sebagai hukum 

humaniter atau hukum perang. Menurut Rina Rusman Hukum Humaniter 

Internasional adalah:1 

Sebagai salah satu bagian Hukum Internasional, merupakan satu alat 
dan cara yang dapat digunakan oleh setiap negara, termasuk oleh negara 
damai maupun negara netral, untuk ikut serta mengurangi penderitaan 
yang di alami oleh masyarakat akibat perang yang terjadi di berbagai 
negara. Dalam hal ini, hukum humaniter internasional merupakan suatu 
instrumen kebijakan dan sekaligus pedoman teknis yang dapat 
digunakan oleh semua aktor internasional untuk mengatasi isu 
internasional berkaitan dengan kerugian dan korban perang. 

                                                             
1 A Ambarwati, Denny Ramdhany, dan Rina Rusman, Hukum Humaniter Internasional Dalam 
Studi Hubungan Internasional, Cetakan ke-3, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hal 27. 
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Konflik bersenjata sudah pasti akan menimbulkan efek negatif yang 

paling besar dibandingkan dengan penyelesaian konflik yang lainnya 

terutama penyelesaian konflik secara damai. Hal ini dibuktikan dengan akan 

timbulnya korban jiwa maupun harta terhadap warga sipil dan anggota dinas 

kesehatan  yang bukan merupakan kombatan perang. Maka diperlukan suatu 

organisasi internasional yang menaungi dan melindungi para korban konflik 

bersenjata dan anggota dinas kesehatan. 

Anggota dinas kesehatan dalam menjalankan misi kemanusiaan yang 

netral dalam arti tidak memihak dan menolong semua korban konflik 

bersenjata tanpa melihat latar belakang korban yang akan ditolong, dan pada 

tahun 1863 maka didirikanlah sebuah organisasi Komite Internasional Palang 

Merah (International Comitte Of The Red Cross).2 Selanjutnya bisa disingkat 

menjadi (ICRC). Dengan berjalannya waktu didirikan pula 2 komponen 

Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional selain Komite 

Internasional Palang Merah yaitu Pertama, Perhimpunan Nasional Palang 

Merah dan Bulan Sabit Merah. Kedua Federasi Internasional Perhimpunan 

Palang Merah dan Bulan Sabit Merah atau International Federation of Red 

Cross and Red Crescent Societies (IFRC). 

ICRC yang menaungi anggota dinas kesehatan sangat diperlukan dalam 

keadaan perang maupun saat keadaan damai. Dalam keadaan perang yang 

                                                             
2 Blogs ICRC, “Tentang ICRC”<www.blogs.icrc.org/indonesia/tentang-icrc/> diakses pada 25 
Oktober 2017. 
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melibatkan banyak negara yaitu Perang Dunia Pertama dan Kedua pada abad 

ke-20 serta perang-perang yang terjadi di abad ke-21 mempunyai misi yaitu:  

Organisasi kemanusiaan yang netral, tidak berpihak dan mandiri yang 
semata-mata melaksanakan tugas kemanusiaan untuk melindungi 
kehidupan dan martabat korban-korban perang dan kekerasan dalam 
negeri serta memberi bantuan kepada mereka. ICRC mengatur dan 
mengkoordinasi aktifitas bantuan internasional yang dilaksanakan oleh 
gerakan dalam situasi konflik. ICRC juga berupaya keras untuk 
mencegah penderitaan melalui promosi dan penguatan Hukum 
Perikemanusiaan (Humaniter) Internasional dan prinsip-prinsip 
kemanusiaan yang universal.3 
 
Berdasarkan tipe-tipe organisasi internasional, Komite Internasional 

Palang Merah digolongkan sebagai suatu organisasi bukan pemerintahan 

yang berskala internasional dengan tujuan terbatas yaitu misi kemanusiaan.4 

Komite Internasional Palang Merah merupakan subjek hukum internasional, 

hal ini sesuai dengan pendapat Mochtar Kusumaadmaja yaitu: 

Palang Merah Internasional merupakan salah satu subyek hukum 
internasional. Palang merah internasional yang berkedudukan di jenewa 
mempunyai tempat tersendiri (unik) dalam hukum internasional. Boleh 
dikatakan bahwa organisasi ini sebagai suatu subjek hukum (yang 
terbatas) lahir karena sejarah walaupun kemudian kedudukannya 
(status) diperkuat dalam perjanjian dan kemudian Konvensi-konvensi 
Palang Merah (sekarang konvensi Jenewa 1949 Tentang Perlindungan 
Korban Perang).5  
 

                                                             
3 Palang Merah Indonesia, Manual Diseminasi Kepalangmerahan. Cetakan ke-1,  Palang Merah 
Indonesia, Jakarta, 2009, hal. 72. 
 
4Ambarwati, Denny Ramdhany, dan Rina Rusman, Op.Cit., hal . 157. 
 
5Mochtar Kusumaadmaja. Pengantar Hukum Internasional, Cetakan ke-1, Raja Grafindo  Persada, 
Jakarta,2002. hal 101 
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Di Palestina terdapat organisasi kemanusiaan yang berada dibawah naungan 

ICRC, yang turun membantu pemerintah Palestina dalam melindungi warga sipil 

yang terkena dampak perang adalah Palestine Red Crescent Society (PRCS).6 

Sebagai subjek Hukum Internasional, Komite Internasional Palang Merah 

memberikan perlindungan hukum terhadap anggota dinas kesehatan dan 

sukarelawan yang tergabung dalam komite Internasional Palang Merah yang 

diatur dalam Konvensi Jenewa 1949 dalam Pasal 24 dan Pasal 26. Didalam Pasal 

24 menjabarkan 3 kategori orang yang harus dilindungi yaitu:7 

Anggota dinas kesehatan yang dipekerjakan khusus, staf adimnistrasi, dan 
juga rohaniawan dalam angkatan perang, harus dihormati dan dilindungi 
dalam segala keadaan. 

Untuk memperjelas orang-orang yang dimaksud harus dihormati dan 

dilindungi dalam keadaan perang di dalam Pasal 24 Konvensi Jenewa, maka 

terdapat Commentary sebagai berikut:8 

1. Petugas layanan kesehatan terlibat dalam pencarian, transportasi 
atau pengobatan terhadap orang-orang yang cedera atau sakit , atau 
dalam pencegahan terjadinya korban jiwa. 

2. Staf medis yang terlibat dalam administrasi unit dan instansi 

3. Rohaniawan 

Mengenai perlindungan terhadap anggota dinas kesehatan juga diatur pada 

Protokol Tambahan I Tahun 1977 terdapat pada Pasal 12 ayat (1) (4), Pasal 15 

ayat (1) (2) (3) (4), Pasal 16 ayat (1) (2) (3), Pasal 17 dan Pasal 81 ayat (1) (2) (3).  

                                                             
 
6 Evany Sofia Prameswari, “Tantangan Palestine Red Crescent Society (PRCS) dalam Melindungi 
Korban Perang Palestina”. Journal of International Relations. Vol 1 No. 2, 2015. hal 51 
7 Pasal 24 Konvensi Jenewa 1949 
8 Commentary Pasal 24 Konvensi Jenewa 1949 oleh Jean Pictet, S. 
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Telah jelas bahwa anggota dinas kesehatan yang tergabung dalam Komite 

Internasional Palang Merah mendapatkan perlindungan secara hukum dan 

mempunyai payung hukum untuk melaksanakan tugas kemanusiaan tersebut, akan 

tetapi pada kenyaatannya banyak pihak yang belum mematuhi Konvensi ini yang 

menyebabkan jatuhnya korban dari pihak anggota dinas kesehatan internasional 

dan terhadap gedung rumah sakit dan mobil-mobil ambulans. 

Perang Dunia I dan Perang Dunia II adalah konflik bersenjata antar negara-

negara yang terjadi pada abad ke-20 yang paling banyak menelan korban jiwa 

baik itu dari pihak sipil maupun milite, pada Perang Dunia I diperkirakan menelan 

korban jiwa sebanyak 10 juta orang, sedangkan pada Perang Dunia II diperkirakan 

menelan korban sebanya 32 juta orang. Berlanjut di era modern pasca Perang 

Dunia Kedua terdapat konflik bersenjata yang melibatkan banyak pihak 

internasional yaitu konflik bersenjata internasional antara Palestina dan Israel. 

Konflik antara Palestina dan Israel dalam status Negara Palestina yang tidak 

diakui sebagai Negara oleh Israel. 

Bukti pelanggaran terhadap Konvensi Jenewa 1949 dan Protkol I 1977 

dikutip dari halaman situs ICRC Indonesia dan Richard Goldstone Report yang 

terjadi di Palestina, Yaman dan Afganistan. 

Pada Tragedi Jalur Gaza 2008/2009, Perserikatan Bangsa-Bangsa membentuk 

tim pencari fakta yang dipimpin mantan hakim konstitusi Afrika Selatan, Richard 

Goldstone. Tim itu beranggotakan para ahli hukum dan HAM. Tim itu 

menghasilkan Laporan Goldstone (Goldstone Report), laporan setebal 574 

halaman, yang telah diserahkan ke Dewan HAM PBB pada 29 September 2009. 
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Laporan itu berisi temuan bahwa Israel diduga telah melakukan kejahatan perang 

dan kejahatan terhadap kemanusiaan karena membunuh rakyat sipil tidak 

bersenjata (anak-anak, wanita, petugas medis, dll). Tepatnya pada 2 Desember 

2008, pasukan udara Israel menembakkan peluru ke anggota PRCS di kamp 

pengungsi Jabaliyah di Jalur Gaza bagian utara, satu orang luka serius yaitu 

anggota PRCS tersebut.9 Hal ini tentu saja  sangat bertentangan dengan Konvensi 

Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I 1977. Sehingga pihak-pihak yang 

melanggar dapat dikenakan sanksi protes dan penundaan sementara kegiatan 

kemanusiaan atau penutupan sementara kantor perwakilan dikarenakan alasan 

keamanan seperti yang terjadi di Palestina.  

 ICRC menyayangkan banyakanya korban yang mjatuh dan juga kerusakan 

yang terjadi di kantor Bulan Sabit Merah Palestina di Jabaliyah, Gaza utara pada 

tanggal 9 Juli lalu, saat 12 staf dan relawan terluka dan 3 ambulans yang hancur.10 

Konsekuensi logis berdasarkan fakta diatas dapat mengakibatkan orang-orang 

enggan menjadi relawan anggota dinas kesehatan, yang bisa mengakibatkan 

kendala bagi anggota dinas kesehtan untuk menanggulangi para korban yang 

berjatuhan, sehingga korban jiwa ataupun korban luka-luka dalam perang dapat 

meningkat secara signifikan karena berkurangnya anggota dinas kesehatan. 

Contohnya pada tanggal 9 Oktober 2017 ICRC mengurangi secara drastis operasi 

di Afghanistan setelah 7 pekerjanya tewas dalam serangan tersebut. Keputusan 

                                                             
 
9 Azyumardi Azra, Goldstone Report : Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Palestina (Laporan 
Tim Pencari Fakta PBB dalam Konflik Gaza), Dompet Dhuafa, Tangerang, 2011, hal. 73. 
10Blogs ICRC, "Wilayah Penduduk Sipil dan Tenaga Medis Terkena Dampak Konflik" 
<www.blogs.icrc.org/indonesia/wilayah-israel-dan-pendudukan-penduduk-sipil-dan-tenaga-medis-
terkena-dampak-dari-sebuah-konflik> diakses pada 25 April 2018. 
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tersebut diambil karena menlonjaknya bahaya bagi anggota sukarelawan yang 

semakin sering menjadi korban aksi kekerasan militan di daerah konflik 

tersebut.11 ICRC mengumumkan menghentikan kegiatan mereka di Aden tidak 

lama setelah kantor mereka di serang oleh kelompok bersenjata. ICRC menarik 

semua staf mereka di Aden mengantisipasi terulang lagi kejadian yang sama.12 

yang dimana hal ini bisa menjadi yurisprudensi yang tidak baik bagi negara 

lainnya yang sedang berkonflik. 

Sehingga atas dasar pemikiran inilah Penulis tertarik untuk melakukan 

penulisan skripsi ini dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP 

ANGGOTA DINAS KESEHATAN DI DAERAH KONFLIK BERSENJATA 

MENURUT KONVENSI JENEWA 1949 DAN PROTOKOL TAMBAHAN I 

1977 (STUDI KASUS KONFLIK BERSENJATA ANTARA PALESTINA 

DAN ISRAEL DI GAZA)” 

1.2     Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut serta agar tidak melebarkan 

pembahasan yang akan dilakukan dalam penulisan skripsi nantinya, maka peneliti 

membatasi permasalahan dengan rumusan sebagai berikut: 

1. Bagaimana Hukum Humaniter Internasional memberikan perlindungan 

terhadap anggota dinas kesehatan berdasarkan Konvensi Jenewa 1949 dan 

Protokol Tambahan I 1977? 

                                                             
11Blogs ICRC, "Afganistan: ICRC reduces its presence in the country" 
<www.icrc.org/en/document/afghanistan-icrc-reduces-its-presence-country> diakses pada 19 April 
2018. 
12Victor Maulana, "Kantornya Diserang, ICRC Menghentikan Kegiatan di Yaman" 
<www.international.Sindonews.com/read/1037271/43/Kantornya-diserang-ICRC-hentikan-
kegiatan-di-yaman-1440574381> diakses pada  25 April 2018. 
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2. Bagaimana implementasi terkait perlindungan Hukum Humaniter 

Internasional, terhadap anggota dinas kesehatan di daerah konflik 

bersenjata Palestina dan Israel di Gaza pada tahun 2008/2009 ? 

1.3     Maksud dan Tujuan Penulisan 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka 

penulisan ini dilakukan dengan tujuan: 

1. Untuk mengetahui perlindungan Hukum Humaniter Internasional terhadap 

anggota dinas kesehatan berdasarkan Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol 

Tambahan I 1977. 

2. Untuk mengetahui implementasi perlindungan Hukum Humaniter 

Internasional, terhadap anggota dinas kesehatan di daerah konflik 

bersenjata Palestina dan Israel di Gaza pada tahun 2008/2009. 

1.4             Manfaat Penelitian 

Manfaat dalam penulisan penelitian ini terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat 

praktis sebagai berikut: 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

a. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan 

pengembangan ilmu hukum pada khususnya.  

b. Dapat dijadikan sebagai bahan dasar dari penelitian-penelitian 

tentang perlindungan Hukum terhadap anggota dinas kesehatan. 

1.4.2 Manfaat praktis 

a. Manfaat bagi masyarakat umum  
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Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

kepada masyarakat mengenai perlindungan hukum terhadap anggota 

dinas kesehatan di daerah konflik bersenjata menurut Konvensi Jenewa 

1949 dan Protokol Tambahan I 1977.  

b. Manfaat bagi penegak hukum  

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan yang aktual kepada 

para penegak hukum supaya pihak yang melanggar Konvensi Jenewa 

1949 dan Protokol Tambahan I 1977 khususnya mengenai perlindungan 

hukum terhadap anggota dinas kesehatan di daerah konflik bersenjata 

antara Palestina dan Israel mendapatkan sanksi menurut hukum yang 

berlaku. 

1.5  Sistematika Penulisan 

BAB I : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai latar belakang 

Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penulisan, Metode 

Penelitian dan Sistematika Penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini penulisan memberikan gambaran dan penjelasan 

mengenai tinjauan umum tentang pengertian apa itu anggota dinas 

kesehatan beserta penjelasan secara lebih jelas apa itu Komite 

Internasional Palang Merah (ICRC) beserta perbedaan dan persamaan serta 

pengertian lebih lanjut antara Perhimpunan Nasional Palang Merah dan 
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Bulan Sabit Merah, Federasi Internasional Perhimpunan Palang Merah dan 

Bulan Sabit Merah (IFRC). 

BAB  III : METODE PENELITIAN 

 Dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai jenis penelitian yang 

digunakan, prosedur perolehan bahan penelitian baik bahan hukum primer 

maupun bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, sifat analisis, 

serta hambatan dalam penelitian dan cara penanggulangannya. 

BAB IV : PEMBAHASAN DAN ANALISIS 

 Pada bab ini penulis memberikan penjelasan mengenai bentuk-

bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap anggota dinas kesehatan di 

daerah konflik bersenjata antara Palestina dan Israel beserta data-data 

korban dari pelanggaran terhadap Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol 

Tambahan 1977. Pada bab ini juga akan dibahas mengena sanksi-sanksi 

apa saja yang bisa diterapkan kepada pihak yang melanggar Konvensi 

Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I 1977 mengenai perlindungan 

hukum terhadap anggota dinas kesehatan Internasional dalam konflik 

bersenjata antara Palestina dan Israel. 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

 Dalam bab ini memuat mengenai kesimpulan berdasarkan hasil 

penelitian terhadap rumusan masalah serta saran yang diberikan. 

 

 

 


